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PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN SCSIAL
DAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING FENGAMAN SOSIAL
DI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN DESA

Dalam rargka mencorong peningkatan perekonomian masya-akat, dampak Corona Virus
Disease 2019 (COVIC-19) dan sebagai upaya peningkatan Permulihan Ekonomi Nasional
(PEN), perlu dilakukan percepatan penyaluran Bantuan Sosial {Bansos) dan Sccia! Safety
Net/Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber da-i Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), mz«a diminta
perhatian atas hal-hal sebagai berikut:

1. Khusus untuk penvelenggaraan Bansos dan JPS:
a. Gubernur melakukar pembmaan dan pengawasan dalam penyelenggaraen Bansos dan

JPS kepala Bupzati’Wali kota: dan

b. Bupati/Waii kota segzsra melakukan:

1) pencairan atau realisasi anggaran belanja Bansos dan JPS untuk disalurkan kepada
Kelua-ga P=nerima Manfaat (KPM) dan masyarakat yang terdampak pandemi
COVID-19, gura mendukung sektor ekonomi prodJktif yang ter<ait angsung dengan
pengLatan cava beli masvarakat; dan

2) terobosan dan iangkah-lanckah inovatif sesuai dengan kcndisi dan kearifan lckal serta
memastikan trarsparansi penyaluran dana Bansos dan JPS tepat sasaran sebagai
upaya meminimalisir kesalahan penerima manfaat sesuai dengan ketentusr peraturan
perundang-undangan.

2. Khusus untuk penvelanggaraan pemerintahan di desa, Bupari/Wali kota melakukan:

a. pengangkatan can cemberhentian kepala desa:

1)dalam hal kepala desa diterhentikan sementara, iLgas dan kewajiban kepala desa
dilaksanakan oieh sekretaris desa termasuk untuk menetapkan APB Desa dan
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dergan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) menganckat Fecewai Negeri Sipil (PNS) dari psmerintan daerah kabupaten/kota
sebagai Penjabat Kepala Desa hal ini berlaku bagi Desa yang belum memiliki Kepala
Desa cefinitif,

b. percepatan penyaluran Bansos dan JPS:

1) pembinaan can pengawasan dalam hal penyaluran Bansos dan JPS;

2) menetapkan P=sraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pembagan dan Penetapan
Rincian Dana Dasa di setiag Desa, hal ini berlaku bagi daeral yang belum meretapkan;

3) mendorong pemerntah desa segera menetapkan besaran alokasi BLT Dana Desa;

4) memastikan Psmerintah Desa agar mengalokasikan dan melaksana<an ELT DD dan
pengalokasian &% (delapan persen) dari pagu Dana Desa uniuk Pelaksanaan xebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (FPKM) berbasis mikro dan Posko
Desa;
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5) menegaskar kembali calam hal kebutuhan dukungan perdanaan penangaran
COVID-19 yarg bersumber dari penyaluran Dana Desa Tahap | dilua~ kebutuhan Dana
Desa untuk B_T Desa tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pencanaan dapat
menggunakan anggaran Dana Desa Tahap II; dan

6) menegaskar kempali agar pemerintah Desa melakukan percepatan peleksanaan BLT
Dana Desa serra PPKM berbasis mikro dan Posko Desa, dan segere menetapkan
peratLran Kepaia Desa mengenai Perubahan dan Penjabaran AFB Desa mendahului
Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa yang bersifat regular.

3. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Bansos dan JPS dilakukan secare be-jenjang paling
lama 2 (duz) minggu setelah Surat Edaran ini ditandatangani dan disampaikan kepada:

a.

Menteri Dalam Negeri melawi Direktur Jenderal Bina Pemtangunan Daeran untuk
bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APED, melalui email:
subsosbud@banaca kemendagri.go.id; dan

. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi can Menteri Dalam

Negeri melalui Direktur Jenceral Bina Pemerintahan Desa untuk nantuan sosial dan jaring
pengaman  sosial yang  bersumber dari APB Cesa melalui email:
covid19.keudesa@gmail.com.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
MENTERI DALAM NEGER!,
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Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koorcinaior Bidang Folitik, Hukum dan Keamanan;

Menteri Koorcinaior Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Menteri Koorcinaior Bidang Ferekonomian;

Menteri Koordinaior Bidang Fembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Menteri Keuangan;

Menteri Sosial;

Menteri Perencarazn Pempangunan Nasional/Bappenas;

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
Sekreteris Kabinet;

Kepala Staf Keprasidenan;

Panglima TNI,

Kepala Kepolisiar Republik Indonesia;

Ketua Badan ”emeriksa Keuangan;

Kepala Lembagza Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
Kepala Badar Nasional Penanggulangan Bencana.

sesuai cengan asiinya,

"«o

*\;E*e\nbina UtamaM.Jda (Vic)
N+Fw§ﬁgoa‘*g1agoos1oo1



